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ABSTRAK 

 
Permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana  Implementasi terhadap perjanjian 

kerja waktu tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 

(Pelaksanaan Pembayaran Kompensansi Tenaga Kerja Yang Berakhir Hubungan Kerja nya 

Pada PT Angkasa Pura II)? Kedua, apakah faktor yang menghambat Implementasi terhadap 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 

Tahun 2020 (Pelaksanaan Pembayaran Kompensansi Tenaga Kerja Yang Berakhir 

Hubungan Kerja nya Pada PT Angkasa Pura II) ? Ketiga, bagaimana Upaya Mengatasi 

hambatan  Implementasi terhadap perjanjian    kerja waktu tertentu (PKWT) dalam Undang-

Undang Cipta Kerja Nomor 11    Tahun 2020 (Pelaksanaan Pembayaran Kompensansi 

Tenaga Kerja Yang Berakhir Hubungan Kerja nya Pada PT Angkasa Pura II)? Tujuan 

penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja di PT Angkasa 

Pura II berdasarkan Undang- Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kedua, untuk 

mengetahui bentuk pertanggungjawaban perusahaan setelah memutuskan hubungan kerja 

sepihak (PHK) kepada pekerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 

2020. Ketiga,untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terdapat pihak yang 

melakukan wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung di lapangan 

sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Sampel  dalam penelitian ini diambil dari 

populasi yang merupakan pihak terkait dengan kasus ini yaitu,  Asssistan Manager 

HR&GA,Assistant Manager Procurement & Legal,Manager of Finance & Human 

Resources PT Angkasa Pura II serta pegawai yang dirugikan dalam kasus ini. Adanya 

pandemi Covid 19 dan PSBB yang dilaksanakan menyebabkan sistem perekonomian 

Indonesia mengalami penurunan. Pemutusan Hubungan Kerja bagi para sejumlah pekerja 

adalah sebagai awal dari segala akhir. Akhir dari para pekerja yang  mempunyai pekerjaan, 

akhir dalam membiayai kebutuhan sehari-hari terhadap diri maupun keluarganya, akhir 

dalam kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, dan lainnya. Dari hasil penelitian ini, 

seluruh narasumber penelitian telah menerima dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh perusahaan sesuai dengan yang dijelaskan 

diawal kerja atau pada saat interview kerja. Alasan perusahaan melakukan PHK kepada para 

karyawan dimasa pandemi covid 19 adalah karena Force Majeure atau keadaan memaksa 

yang di luar kehendak perusahaan/pekerja/serikat pekerja/negara/masyarakat, maupun 

dengan alasan. 

 

 

 

 

Kata Kunci : PKWT, UU Cipta Kerja, Angkasa Pura II
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.      Latar Belakang Masalah 

 Di dunia kerja, setiap orang membutuhkan adanya interaksi atau 

hubungan dengan Pertumbuhan penduduk di Indonesia kian 

meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2010 

berada pada angka 237.556.363 juta jiwa, kemudian pada tahun 2015 

meningkat menjadi 255.461.700 juta jiwa dan pada tahun 2016 

meningkat lagi menajdi 263.846.946 juta jiwa.
1
 Dengan meningkatnya 

pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun maka dapat disimpulkan 

bahwa erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup yaitu 

lapangan pekerjaan yang turun meningkat. 

 Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan 

bahwa “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang  layak bagi kemanusiaan”. Sehingga merujuk pasal 

tersebut mengharuskan dan mewajibkan pemerintah Indonesia agar 

melindungi warganya dalam hal perlindungan ketenagakerjaan dan 

perburuhan. 

 orang lain baik sebagai pemberi kerja maupun sebagai pekerja. 

Hubungan tersebut dikenal dengan istilah hubungan kerja. Secara 

                                                     
1
 Hak pekerja, p. K. W. T. "hak pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) 

pasca diundangkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja." 
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umum berdasarkan Pasal 1601a KUHPerdata perjanjian kerja 

merupakan sebuah persetujuan yang mana disepakati dengan pihak 

yang satu atau dengan kata lain si buruh/pekerja mengikatkan dirinya 

dengan pihak lain untuk suatu waktu tertentu dengen menerima upah. 

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003, 

perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 

pihak. 

Perjanjian kerja juga dapat dikatakan sebagai salah satu sarana 

dalam menjalin hubungan yang sifatnya industrial melalui 

perundingan atau kesepakatan secara  bersama-sama  (pihak  yang  

melakukan  perjanjian).  Didalam  perjanjian kerja, berisi tentang 

syarat-syarat menjadi seorang pekerja, kondisi kerja yang menjadi 

landasan perusahaan atau organisasi, serikat pekerja dalam 

melaksanakan pekerjaan, hak dan kewajiban serta hubungan 

industrial. Dasar perjanjian kerja biasanya  berisi  tentang  tujuan,  

fungsi,  prinsip,  dan  landasan  hukum  dalam hubungan kerja 

tersebut.
2
 

Berdasarkan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  

menjelaskan  bahwa  syarat dalam perjanjian kerja dapat 

memberikan kebebasan bagi para pihak untuk: 

1. Membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian 

                                                     
2
 Santoso. Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama: Teori Cara Pembuatan 

dan Kasus, (Malang: UB Press) 2012, hlm 05 
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2. Mengadakan sebuah perjanjian dengan siapapun dan 

dimanapun. 

3. Menentukan  isi  perjanjian,  mulai  dari  persyaratan,  

pelaksanaan  dan pembayarannya 

4. Menentukan bentuk dari perjanjian itu sendiri, mau dilakukan 

secara lisan atau tulisan. 

            Perjanjian kerja terdiri atas kontrak kerja yang sifatnya 

perjanjian bersama dan perjanjian perusahaan. Perjanjian kerja 

menyebabkan sebuah hubungan kerja antara pihak satu dengan 

pihak yang lain. Adanya hubungan kerja dalam sebuah perjanjian  

kerja  menunjukkan  kedudukan  kedua  belah  pihak  serta 

menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja 

terhadap majikan/pengusaha serta hak-hak dan kewajiban-

kewajiban pengusaha terhadap buruh/pekerja.
3
 

Perjanjian kerja juga bersifat tetap dan kontrak. 

Biasanya perjanjian kerja yang sifatnya kontrak hanya dilakukan 

pada waktu tertentu atau tidak dalam jangka waktu yang lama 

(tetap/reguler). Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2020 tentang Cipta Kerja (kluster ketenagakerjaan) PKWT 

berlandaskan kepada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan 

tersebut. Jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan itu akan 

disertakan didalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja PKWT hanya 

                                                     
3
 Soepono. Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan), 2007, hlm. 55. 
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untuk jenis pekerjaan yang sifatnya sekali selesai atau sementara , 

pekerjaan yang sifat selesainya tidak terlalu lama, pekerjaan yang 

sifatnya musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk 

baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam 

percobaan atau penjajakan serta pekerjaan yang jenis atau sifatnya 

tidak tetap. 

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (kluster ketenagakerjaan) PKWT harus 

memenuhi syarat-syarat, antara lain:
4
 

a. PKWT harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia 

b. PKWT yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, 

apabila terdapat penafsiran yang berbeda, maka yang 

digunakan adalah Bahasa Indonesia. 

c. Tidak dibenarkan masa percobaan kerja  (probation), dan jika 

diajukan dalam syarat perjanjian kerja, maka perjanjian kerja 

tersebut batal. 

Berdasarkan Pasal 61A Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (kluster ketenagakerjaan) menyatakan 

bahwa jika PKWT berakhir berdasarkan jangka waktu dan 

perjanjian kerja yang telah ditetapkan, maka perusahaan atau 

pengusaha wajib memberikan uang atau kompensasi kepada 

                                                     
4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 59 
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buruh/pekerja tersebut.
5
 

Adanya pandemi Covid 19 dan PSBB yang dilaksanakan 

menyebabkan sistem perekonomian Indonesia mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan aktivitas, 

seperti bekerja dari rumah (work from home), dilarang untuk 

beraktivitas diluar rumah bahkan yang lebih ironisnya lagi sampai 

kepada PHK (dirumahkan) bagi para karyawan atau buruh yang 

bekerja secara kontrak (Outsourching). Hal ini terjadi karena  

lemahnya  permintaan  pasar,  kebijakan  PSBB  tersebut,  

keterbatasan bantuan modal, dan lain sebagainya. Tentunya hal 

tersebut sangat merugikan bagi karyawan (buruh) yang bekerja 

secara kontrak. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan 

perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. 

Pemutusan Hubungan Kerja bagi para sejumlah pekerja 

adalah sebagai awal dari segala akhir. Akhir dari para pekerja 

yang  mempunyai pekerjaan, akhir dalam membiayai kebutuhan 

sehari-hari terhadap diri maupun keluarganya, akhir dalam 

kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, dan lainnya.
6
 

Fenomena yang terjadi di sebagian besar wilayah 

Indonesia menjelaskan bahwa banyak sekali pekerja kontrak yang 

telah di PHK karena masa pandemi Covid 19. Berbagai macam 

alasan menjadi faktor pemecatan tersebut. Salah satunya  adalah  

                                                     
5
 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 61 A 

6
 F.x. Djumadji dan Wiwoho Soejono, 1985. Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan 

Pancasila.Jakarta :Bina Aksara, Hal 88 
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menurunnya  tingkat  income  baik  itu  dari  perusahaan,  pabrik, 

tempat wisata dan sejenisnya. PHK tersebut terkadang menyalahi 

aturan kontrak kerja yang telah disepakati oleh buruh/pekerja 

dengan perusahaan. 

Berdasarkan  berita  dari  CNBC menjelaskan  bahwa  

BUMN pengelola bandara, PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP 

II membukukan kerugian bersih yang diatribusikan kepada 

pemilik entitas induk sebesar Rp 2,43 triliun untuk tahun buku 

2020. Perolehan itu berkebalikan dari tahun 2019 di mana AP II 

membukukan laba bersih senilai Rp 1,01 triliun. Hal ini turut 

berimbas pada tergerusnya nilai laba per saham menjadi minus Rp 

152,36 per saham dari tahun sebelumnya Rp 74,17 per 

saham.Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, 

anjloknya laba AP II tidak terlepas dari penurunan pendapatan 

usaha yang cukup signifikan senilai 47,27% menjadi Rp 5,84 

triliun dari tahun sebelumnya Rp 11,08 triliun.
7
 

Hal ini sebagai akibat dari pandemi yang menyebabkan 

berkurangnya pengguna jasa Bandar udara secara drastis,. Efek 

dari kerugian tersebut menyebabkan PT Angkasa Pura II tidak 

mampu untuk membayar kewajiban terhadap karyawan khusunya 

PKWT. Cara yang dilakukan adalah melakukan Pemustusan 

Hubungan Kerja sepihak pada pekerja PKWT. 

                                                     
7
 https://www.cnbcindonesia.com/market/, diakses pada tanggal 20 januari 2023 pukul 

20.00 WIB 

https://www.cnbcindonesia.com/market/
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PHK   sepihak   yang   dilakukan   tersebut   kepada 

karyawan sangat merugikan karyawan.hak-hak normatif mereka 

tidak terpenuhi dengan baik dan tidak sesuai dengan perjanjian 

kerja yang telah disepakati secara bersama. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk meninjau dan meneliti secara 

lebih spesifik sesuai dengan ketentuan hukum perdata tentang 

pelaksanaan perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan tempat 

mereka bekerja. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti ingin melakukan 

penelitian secara lebih spesifik terhadap Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) terhadap para buruh kerja yang pernah  

mengalami PHK secara sepihak dimasa pandemi Covid 19. 

Apakah PHK terjadi sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja atau 

tidak dan hak- hak buruh/pekerja sudah didapatkan dengan baik 

dan layak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan. 

Maka dari itu, peneliti menjadikan uraian ini sebagai latar 

belakang masalah  

penelitiannya dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran 

Kompensansi Tenaga Kerja yang Berakhir Hubungan 

Kerjanya Pada PT Angkasa pura II Pekanbaru.” 

 

B. Rumusan Masalah 
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a. Bagaimana Pelaksanaan pembayaran kompensasi tenaga 

kerja yang berakhir hubungan kerja nya pada PT Angkasa 

pura II Pekanbaru? 

b. Apakah faktor yang menghambat Pelaksanaan pembayaran 

kompensansi tenaga kerja yang berakhir hubungan kerja 

nya pada PT Angkasa pura II Pekanbaru? 

c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan 

pembayaran kompensansi tenaga kerja yang berakhir 

hubungan kerja nya pada PT Angkasa pura II Pekanbaru? 

 

 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja di                                

PT Angkasa Pura II berdasarkan Undang- Undang 

Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 

b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban 

perusahaan setelah memutuskan hubungan kerja 

sepihak (PHK) kepada pekerja berdasarkan Undang-

Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 

c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila 

terdapat pihak yang melakukan wanprestasi 

berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 

Tahun 2020. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis untuk melengkapi persyaratan dalam 

memperoleh gelar sarjana Hukum di Falkultas Hukum 

Universitas Lancang Kuning serta melatih diri dalam 

mengembangkan wawasan dalam berpikir melalui karya 

ilmiah. 

b. Penelitian ini diharapkan  sebagai bahan   kajian   bagi   

akademisi   untuk   menambah wawasan ilmu terutama 

dalam bidang hukum perdata khsusnya terhadap perjanjian 

dan kontrak kerja yang sesuai dengan KUHPerdata dan 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

informasi di  PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara 

Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dalam implementasi 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) agar 

selaras dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan. 

 

D. Kerangka Teori 

1. Perjanjian 

Menurut pendapat L.C. Hoffman, perjanjian atau perikatan 

merupakan hubungan hukum yang terjadi antara beberapa subjek 
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hukum yang terlibat perjanjian yang mempunyai akibat jika salah 

satu dari beberapa debitor wajib memenuhi atau melaksanakan 

hal-hal yang telah disepakati secara bersama. Sedangkan menurut 

M. Yahya Harahap, perjanjian diartikan sebagai sebuah hubungan 

hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih 

yang terikat perjanjian, dimana pihak yang satu mempunyai 

kekuatan hak pada satu pihak   untuk   mendapatkan   prestasi,   

serta   mewajibkan   pihak   lain   untuk melaksanakan prestasi.
8
 

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat syarat sahnya 

perjanjian adalah: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan membuat suatu perikatan 

3. Suatu pokok persoalan tertentu 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang 

2. Asas- Asas Hukum Perjanjian 

Asas hukum merupakan  dasar dari suatu aturan hukum 

dan kumpulan aturan hukum, bahkan menjadi dasar dari 

keseluruhan peraturan perundangundangan.  Asas  hukum  

perjanjian  merupakan  pikiran  dasar  yang bersifat umum yang 

merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit serta 

berguna sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan 

dan pelaksanaan suatu perjanjian. 

                                                     
8
 Pangestu (2019). Pokok-pokok Hukum Kontrak. Makasar : CV. Social Politik Genius 

(SIGN), hal 1 
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Asas Hukum dalam Perjanjian ada 5 yaitu:
9
 

1. Azas Konsesualisme 

2. Asas Kebebasan Berkontrak 

3. Azas Pacta Sunt Servanda 

4. Azas Itikad Baik 

5. Azas Kepribadian 

3. Perjanjian Kerja 

Menurut Subekti (dalam Setyawan), istilah perjanjian 

merupakan terjemahan   dari   kata   Belanda,   yakni   

Overeenkomst,   yang   memiliki   arti persetujuan atau perjanjian. 

Kemudian, secara lebih spesifik menurut Van Dunne (dalam   

Setyawan),   perjanjian   merupakan   Sebuah   hubungan   hukum   

yang dilakukan antara kedua belak pihak atau lebih yang 

berdasarkan kata sepakat antara  kedua  belah  pihak  tersebut  yang  

akhirnya  dapat  menimbulkan  akibat hukum. Maksud dari 

pernyataan ini adalah kedua belah pihak sepakat untuk mengikuti 

peraturan atau kaidah yang berlaku   untuk mendapatkan hak dan 

kewajiban yang mengikat dan harus ditaati dan dilaksanakan 

dengan baik. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk 

menimbulkan akibat hukum yang berlaku, yang mana jika 

kesepakatan tersebut dilanggar akan mengakibatkan sanksi bagi 

                                                     
9
 https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata diakses pada tanggal 

20 januari 2023 pukul 20.00 WIB 

https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata
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yang melanggarnya.
10

 

Secara  spesifik,  pengertian  perjanjian  kerja  diatur  

dalam  Pasal  1338 KUHPerdata, antara lain
11

: 

a. Perjanjian kerja adalah semua bentuk perjanjian yang 

dibuat secara sah oleh pihak-pihak yang terlibat perjanjian 

yang bertujuan sebagai undang- undang bagi mereka yang 

terikat dengan perjanjian tersebut. perjanjian yang telah 

dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya 

kesepakatan dari  kedua  belah  pihak  yang  mengikat  

perjanjian  oleh  alasan-alasan tertentu. 

b. Perjanjian  kerja  juga  dapat  dibuat  berdasarkan  jangka  

waktu  tertentu. Didalam perjanjian kerja diatur  syarat, 

hak dan kewajiban secara umum maupun ketentuan khusus 

bagi kedua pihak yang melaksanakan perjanjian. 

c. Perjanjian  kerja  juga  merupakan  sebuah  kesepakatan  

yang  berisikan bahwa pihak pertama (pekerja/buruh) 

mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan pihak kedua 

(pengusaha/perusahaan) selama waktu yang telah 

disepakati secara bersama dan berhak menerima upah/gaji.  

Perjanjian kerja dibuat dan diatur pada 2 Undang-

Undang dan 1 Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 tentang Ketenagakerjaan, 

                                                     
10

 Setyawan.  Perlindungan  Hukum  Atas  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Internet. E-

Journal Grogia Yuris : Vol.01 No.03. 2013 
11

 Pittoyo.(2020). Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Transmedia Pustaka 
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Undang-Undang Nomor 11 Bab Ketenagakerjaan Pasal 59 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum 

sosiologis dengan mengungkap efektivitas berlakunya hukum 

dalam masyarakat.  

Penulis melakukan survei langsung ke lokasi penelitian 

dan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan 

dan menguraikan masalah yang diteliti. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di area 

PT. Angkasa Pura II , karena di area ini penulis menemukan 

isu permasalahan pelaksanaan pembayaran kompensansi 

tenaga kerja yang berakhir hubungan kerja nya di PT Angkasa 

Pura II pekanbaru 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek 
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dengan ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan 

pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Assistant Manager HR & GA 

2. Assistant Manager Procurement & Legal 

3. Manager Of Finance & Human Resources 

4. Kasubag Umum Disnaker Kota Pekanbaru 

5. Tenaga Kerja 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian. Metode yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling. Metode purposive sampling adalah menetapkan 

sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang 

ada,yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri 

oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan 

sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

No Populasi Jumlah 

Populasi  

Sampel Persentase 

(%) 

1. Assistant Manager HR & 

GA 

3 1 33,3 

2. Assitant Manager 

Procurement & 

Legal 

3 1 33,3 

3. Manager of Finance & 

Human Resources 

1 1 100 

4. 

 

5. 

Kasubag Umum 

Disnaker Pekanbaru 

Tenaga Kerja 

3 

 

4 

1 

 

2 

33,3 

 

50 

 

 

4. Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, pada bagian 

ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata tindakan, sumber data tertulis, 
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foto, dan statistik. 
12

 

a. Data Primer terdiri dari :Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

cipta kerja (cluster ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor                            

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor                     

21 Tahun 1957 tentang perjanjian perburuhan 

b. Data Sekunder Peneliti dapatkan melalui berbagai buku, jurnal, skripsi, 

dan situs online resmi yang memiliki kevalidan data. 

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya 

berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain 

sebagainya.  

5.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha mengumpulkan data yang lengkap, maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

a. Wawancara  

Teknik ini adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai. Penulis akan mengadakan tanya 

jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat. 

 

                                                     
12

 Moleong, J. Lexy. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya 
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b. Observasi 

Penulis akan melakukan observasi, melakukan pengamatan dan pencatatan 

terhadap hasil wawancara maupun dalam catatan mengenai aturan dan 

hal hal terkait penelitian 

6. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 

sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dipaparkan sehingga diharapkan dapat diperoleh 

gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang 

dicapai kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, 

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan 

pemahaman yang jelas dan terarah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

secara keseluruhan pembayaran kompensasi tenaga kerja yang berakhir 

hubungan kerjanya pada PT Angkasa Pura II, sehingga penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Pelaksanaan pembayaran kompensansi tenaga terja yang berakhir 

hubungan kerja nya pada PT Angkasa Pura II Pekanbaru belum terlaksana 

dengan baik karena adanya penurunan omset perusahaan akibat wabah 

pandemi covid 19 yang menimbulkan adanya  Pembatasan Sosial Berskala 

Besar sehingga menyebabkan berkurangnya penerbangan secara drastis 

yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan yang menurun. 

2. Yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembayaran kompensansi 

tenaga terja yang berakhir hubungan kerja nya pada PT Angkasa Pura II 

Pekanbaru yaitu : 

a. karena adanya wabah pandemi covid 19 yang mengakibatkan 

menurunnya tingkat pemasukan perusahaan dan perusahaan tidak 

mampu membayar seluruh gaji karyawan maupun kompensasi 

tenaga terja yang berakhir hubungan kerja nya. 
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b. Kurangnya tanggapan Perusahaan dalam pemberian kompensasi, 

merasa bahwa pemberian kompensasi merupakan hal sepele dan 

dapat ditunda, padahal efeknya bisa berdampak secara hukum 

karena Perusahaan telah melanggar ketentuan peraturan. 

 

3. Upaya Mengatasi hambatan Pelaksanaan Pembayaran Kompensansi 

Tenaga Kerja Yang Berakhir Hubungan Kerja nya Pada PT Angkasa Pura 

II Pekanbaru yaitu : 

a. PT Angkasa Pura II melakukan musyawarah atau mediasi dengan 

tenaga kerja agar dilakukannya penundaan pelaksanaan pembayaran 

kompensasi dengan cara dilakukan penmbayaran secara bertahap. 

b. Upaya yang dilakukan oleh  Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

untuk pelaksanaan pembayaran kompensasi Tenaga Kerja adalah  

lebih menekankan upaya pencegahan dan pembinaan/Preventif 

Edukatif serta langkah Represif non Yustisial ditandai dengan 

dikeluarkannya Nota Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pada 

akhirnya menjatuhkan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku melalui Pengadilan Hubungan Industrial 

apabila langkah-langkah sebelumnya tidak diindahkan oleh 

pengusaha / Perusahaan. 

 

 



 

69 
 

 

B. Saran  

 

1. Memastikan transparansi dalam penyediaan informasi tentang PKWT, 

termasuk syarat-syarat kontrak, pembayaran, dan perpanjangan 

kontrak. Hal ini dapat membantu PT Angkasa Pura II untuk 

mengimplementasikan PKWT dengan lebih baik sesuai dengan 

Undang-Undang Cipta Kerja. 

2. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif, 

seperti mediasi atau arbitrasi, jika ada perselisihan antara pekerja dan 

perusahaan terkait PKWT.  

3. Perusahaan dan pekerja perlu berkomunikasi dengan baik untuk 

mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan 

meminimalkan konflik. 
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